sALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS
NOMOR: 409 /PP.04.2-Kpt/7309/KPU-Kab/XI/2020
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK

PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA MARANNU
KECAMATAN LAU KABUPATEN MAROS

UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1)
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun
2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,
Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen
Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi
Independen Pemilihan Kabupaten /Kota,
Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan
Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan
Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam
Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali
Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13
Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok

Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan
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Mengingat

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
MAROS tentang Penetapan dan Pengangkatan
Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara
di Desa Marannu Kecamatan Lau Kabupaten Maros
untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati, Tahun 2020.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6547);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun
2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,
Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen
Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum /Komisi
Independen Pemilihan Kabupaten/Kota,

Pembentukan Tata Kerja  Panitia Pemilihan
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Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali
Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 566) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja
Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum
Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan
Komisi  Pemilihan  Umum/Komisi Independen
Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja
Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan
Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan
Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati
dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun
2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal
Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali
Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik
Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan
Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor
15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan
Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau
Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
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Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau
Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan
dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus
Disease 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 716), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota
Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam
Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068);

5. Keputusan Komisi Pemillhan Umum  Nomor
66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/I1/2020 tentang Pedoman
Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan,
Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran
Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara
Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau
Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah
diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 476 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan
Komisi Pemilihan Umum Nomor
66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman
Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan,
Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran
Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara
Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau
Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
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Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

Kecamatan Lau Kabupaten Maros dalam Pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

MEMUTUSKAN:
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MAROS TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA MARANNU KABUPATEN
MAROS UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TAHUN 2020.
Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara
Pemungutan Suara di Desa Marannu Kecamatan Lau
Kabupaten Maros dalam Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam
Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Keputusan ini.
Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara
sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU
merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan
Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman
pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas
Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara
sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Maros untuk Pemilihan Bupati dan
Wakil Bupati Tahun 2020.

Masa kerja anggota Kelompok Penyelenggara
Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam
Diktum KESATU berlaku 1 (satu) bulan terhitung sejak
tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 23
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SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros

sebagai laporan.

Ditetapkan di Maros
pada tanggal 13 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA Marannu
ttd

Salinan sesuai dengan aslinya MUHAMMAD ASRI BASO
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

Wﬂﬁﬁ MAROS
%, ik
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LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS

NOMOR: 409/PP.04.2-Kpt/7302/KPU-
Kab/X1/2020

TENTANG

PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
DI DESA MARANNU KECAMATAN LAU
KABUPATEN MAROS UNTUK PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA MARANNU
DI KECAMATAN LAU
KABUPATEN MAROS
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

NO. NAMA L/P ALAMAT

RISMAWATI DUSUN KALOKKO

SAHRIANI DUSUN KALOKKO

HJ. MARYAM DUSUN KALOKKO

BAHARIA DUSUN KALOKKO

LISNAWATI DUSUN KALOKKO

MAYA SARI DUSUN KALOKKO

HARMIA

Njo|a|a e
"W |wW|w|wW | 0| T | T

DUSUN KALOKKO
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B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

NO. NAMA L/P ALAMAT
1. | RISMAYANI P DUSUN KALOKKO
2. SANTI NURLITA, S.Pd P DUSUN KALOKKO
3. | SALMIAH P DUSUN KALOKKO
4. | TITIHARDIANTI P DUSUN KALOKKO
S. | SITTISALMIA P DUSUN KALOKKO
6. | SUMIATI P DUSUN KALOKKO
7. | HAERUL L DUSUN KALOKKO

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

NO. NAMA L/P ALAMAT
1. | AHMAD L DUSUN KOKOA
2. | MUHAJIR L DUSUN KALOKKO
3. | SULAIMAN L DUSUN KALOKKO
4. | ERNAWATI P DUSUN KALOKKO
3. MUHAMMAD IKBAL L DUSUN KALOKKO
6. | KARMILA P DUSUN MARANA
7. MIA AUDINA DUSUN MARANA

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

NO. NAMA L/P ALAMAT
1. ARDI ATMA WIJAYA L BASUN MARANA
9. ALFIAN L DUSUN MARANA
3. HANDAYANI P DUSUN MABAN.
4. ROSDIANA S P st
5. INDRA L DUSUN MARANA
6. EMA DAMAYANTI P DUSUN MARANA
7. | IRWANSYAH L DUSUN MARANA
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E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 5)

NO. NAMA L/P ALAMAT
1. | MARLINA p DUSUN MARANA
2. | DIANA p DUSUN MARANA
3. | KURNIAWAN L DUSUN MARANA
4. | INDAH SARI p DUSUN MARANA
5. | JUFRI L DUSUN MARANA
6. | ARUAN L DUSUN MARANA
7. | MUH ADRIZUL L DUSUN MARANA

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS 6)

O NAMA L/P ALAMAT
1. | JUMAENA P DUSUN MARANA
2. | SUKYA P DUSUN MARANA
3. | RAHMIA p DUSUN MARANA
4. | MARYAM p DUSUN MARANA
5. | ABDULLATIF L DUSUN MARANA
6. | GUSTIANTI P DUSUN MARANA
7. | HILDA P DUSUN MARANA
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G. Tempat Pemungutan Suara (TPS 7)

10 NAMA L/P ALAMAT
1. | YULIANTI P DUSUN KOKOA
2. | FARNI p DUSUN KOKOA
3. | MARWATI P DUSUN KOKOA
4. | MIRSAL L DUSUN KOKOA
5. | AKBAR L DUSUN KOKOA
6. | FATMAWATI P DUSUN KOKOA
7. | MADINA P DUSUN KOKOA

Ditetapkan di Maros
pada tanggal 13 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA MARANNU

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM MUHAMMAD ASRI BASO

; "ﬂTEN MAROS

Bagian Hukum,
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